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ABSTRAK 

Pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikis korban, khususnya 
perempuan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan 
hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri 
surabaya nomor 275/pid.sus/2022/pn sby serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan 
dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban 
telah dilaksanakan melalui penerapan pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Namun, 
perlindungan hukum tersebut masih bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku 
dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak-hak korban seperti rehabilitasi psikologis, 
perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk 
tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara 
menyeluruh sesuai dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan 

 
ABSTRACT 

Domestic violence is a form of human rights violation that causes physical and psychological suffering for 
victims, especially women. The State has provided legal protection through Law Number 23 of 2004 
concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, legal protection for victims 
has not been fully implemented optimally. This study aims to analyze the legal protection of victims of 
domestic violence in the Decision of the Surabaya District Court Number 275/Pid.Sus/2022/PN Sby and 
to examine the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with 
statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials 
and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for victims has been carried out through 
the application of Articles 44 and 45 of Law Number 23 of 2004 by imposing criminal sanctions on the 
perpetrator. However, such legal protection remains repressive in nature because it focuses mainly on 
punishing the perpetrator and does not fully ensure the fulfillment of victims’ rights such as psychological 
rehabilitation, continuous protection, and restitution. Therefore, law enforcement authorities are expected 
not only to punish offenders but also to guarantee comprehensive protection and recovery for victims in 
accordance with the objectives of the Law on the Elimination of Domestic Violence. 
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I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial 

yang serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, 

tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. 

Data nasional menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat 

terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Jumlah 

tersebut meningkat sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 401.975 

kasus. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 330.097 kasus termasuk dalam 

kategori Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP), yang juga 

mengalami peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya.1 

Berdasarkan data tersebut, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah 

kekerasan seksual dan kekerasan psikis yang masing-masing mencakup sekitar 26,94% 

dari total kasus yang dilaporkan. Selanjutnya, kekerasan fisik menyumbang sekitar 

26,78% dan penelantaran ekonomi sebesar 9,84%. Jika dilihat dari lokasi terjadinya 

kekerasan, ranah personal atau rumah tangga menjadi tempat yang paling banyak 

dilaporkan sebagai lokasi terjadinya kekerasan, dengan total 309.516 kasus. Sementara 

itu, kekerasan di ranah publik tercatat sebanyak 12.004 kasus dan di ranah negara 

sebanyak 209 kasus.2 Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya 

menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga justru sering kali menjadi ruang 

terjadinya berbagai bentuk kekerasan. 

Mayoritas ikorban idalam ikasus iKDRT iadalah iperempuan, ikhususnya iistri. 

iAnalisis idata iCatatan iTahunan iKomnas iPerempuan ipada iperiode i2001–2023 

imenunjukkan ibahwa isekitar i94% ikorban iKDRT imerupakan iperempuan iyang 

iberstatus isebagai iistri, isementara ipelaku iumumnya iadalah ipasangan ilaki-laki. 

iKondisi iini imenunjukkan iadanya iketimpangan irelasi ikuasa idalam irumah itangga 

iyang imenyebabkan iperempuan ilebih irentan imenjadi ikorban ikekerasan. iDalam 

ikajian iilmiah, iketimpangan itersebut isering idikaitkan idengan ibudaya ipatriarki 

iyang imasih ikuat idalam istruktur isosial imasyarakat iIndonesia. iSistem ipatriarki 

icenderung imenempatkan ilaki-laki isebagai ipihak iyang idominan idalam irumah 

itangga, isementara iperempuan iberada ipada iposisi iyang ilebih isubordinatif.3 

Selain ifaktor ibudaya ipatriarki, ibeberapa ifaktor ilain ijuga iturut 

imempengaruhi iterjadinya iKDRT, iseperti ikondisi iekonomi ikeluarga, ikecemburuan, 

ikonflik irumah itangga, iserta itekanan isosial idan ipsikologis iyang idialami ipelaku. 

iPenelitian imenunjukkan ibahwa ikombinasi iantara ifaktor isosial, iekonomi, idan 

 
1 Komnas Perempuan. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 (CATAHU 

2024). Jakarta: Komnas Perempuan. (2025). 
2 Ibid 
3 iJ. Jesica and A. Zubaedah, “Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Dampaknya terhadap Perempuan 

dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga,” Jurnal Ilmiah Wacana Publik 8, no. 2 (2024): 123–
135. 
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ibudaya isering ikali imemicu iterjadinya itindakan ikekerasan iterhadap iperempuan 

idalam irumah itangga. iDengan idemikian, iperempuan imenjadi ikelompok iyang 

ilebih irentan iterhadap itindakan ikekerasan ikarena iadanya iketidaksetaraan igender 

iyang imasih iberlangsung idalam ikehidupan isosial imasyarakat.4 

Sebagai iupaya iuntuk imemberikan iperlindungan ihukum iterhadap ikorban 

iKDRT, ipemerintah iIndonesia itelah imenetapkan iUndang-Undang iNomor i23 

iTahun i2004 itentang iPenghapusan iKekerasan idalam iRumah iTangga i(UU iPKDRT). 

iUndang-undang iini imenjadi idasar ihukum iyang imengatur iberbagai ibentuk 

ikekerasan idalam irumah itangga, itermasuk ikekerasan ifisik, ipsikis, iseksual, idan 

ipenelantaran irumah itangga. iSelain iitu, iundang-undang iini ijuga imengatur 

imekanisme iperlindungan ibagi ikorban iserta itanggung ijawab inegara idalam 

imemberikan iperlindungan ihukum. iDalam iPasal i10 iUU iPKDRT idisebutkan 

ibahwa ikorban iberhak imemperoleh iperlindungan idari iberbagai ipihak, iseperti 

ikeluarga, ikepolisian, ikejaksaan, ipengadilan, iadvokat, ilembaga isosial, imaupun 

ipihak ilain iyang iberwenang. 

Meskipun idemikian, idalam ipraktiknya imasih iterdapat ibeberapa iketentuan 

idalam iUU iPKDRT iyang idianggap ikurang itegas iatau iberpotensi imenimbulkan 

imultitafsir. iSalah isatu icontohnya iadalah ipenggunaan ifrasa i“menelantarkan” 

isebagaimana itercantum idalam iPasal i9 iayat i(1) idan iayat i(2) iUU iPKDRT. iDalam 

ipasal itersebut idijelaskan ibahwa ipenelantaran irumah itangga iterjadi iketika 

iseseorang itidak imemberikan ikehidupan, iperawatan, iatau ipemeliharaan ikepada 

ianggota ikeluarga iyang imenjadi itanggung ijawabnya. iNamun, irumusan itersebut 

ibelum imemberikan idefinisi iyang ijelas imengenai ibatasan iatau iindikator ikonkret 

idari itindakan ipenelantaran, isehingga idapat imenimbulkan iperbedaan iinterpretasi 

idalam ipraktik ipenegakan ihukum.5 

Keberadaan iUU iPKDRT imemang imenjadi iinstrumen ipenting idalam 

imemberikan iperlindungan ihukum ibagi ikorban. iNamun, iefektivitas ipenerapan 

iundang-undang itersebut iperlu idianalisis imelalui iputusan ipengadilan iyang 

imenangani ikasus iKDRT. iSalah isatu iputusan iyang idapat idijadikan iobjek ikajian 

iadalah iPutusan iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor i275/Pid.Sus/2022/PN iSby. 

iDalam iputusan itersebut, iterdakwa iJioe iYen iJang ialias iStefan iWandisabara 

idinyatakan iterbukti imelakukan ikekerasan ifisik idan ipsikis iterhadap iistrinya. 

iPeristiwa ikekerasan iterjadi ipada i21 iJuni i2021 iketika iterdakwa imemukul, 

imenotok, iserta imembenturkan idahi ikorban ike itembok isehingga ikorban 

imengalami iluka imemar ipada ibagian idahi idan idada. iAtas iperbuatannya itersebut, 

imajelis ihakim imenjatuhkan ipidana ipenjara iselama i10 ibulan ikepada iterdakwa 

idengan imemperhitungkan imasa itahanan iyang itelah idijalani.6 iDari iperspektif 

iteori ihukum, iputusan itersebut idapat idianalisis imelalui ibeberapa ipendekatan, 

 
4 iIbid. 
5 i I. Kusumawaty, R. Dewi, and A. Astuti, “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 

Strategi Koping Istri sebagai Korban KDRT,” Jurnal Gender dan Keadilan 7, no. 1 (2024): 45–60. 
6 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby (2022). 
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iseperti iteori ikeadilan, iteori ikepastian ihukum, iteori ikemanfaatan ihukum, iteori 

ipenemuan ihukum, iserta iteori ipenegakan ihukum. iGustav iRadbruch imenyatakan 

ibahwa ihukum iidealnya iharus imengandung itiga inilai iutama, iyaitu ikepastian 

ihukum, ikeadilan, idan ikemanfaatan.7 i 

Ketiga inilai itersebut imenjadi idasar ipenting idalam imenilai iapakah isuatu 

iputusan ipengadilan itelah imemberikan iperlindungan iyang imemadai ibagi ikorban 

isekaligus imemberikan iefek ijera ibagi ipelaku. iOleh ikarena iitu, ianalisis iterhadap 

iputusan itersebut imenjadi ipenting iuntuk imenilai isejauh imana ipenerapan iUU 

iPKDRT itelah imemberikan iperlindungan ihukum iyang iefektif ibagi ikorban iKDRT. 

Berdasarkan ikompleksitas ipermasalahan itersebut, ipenelitian iini imenjadi 

ipenting iuntuk idilakukan. iPenelitian iyang iberjudul i“Perlindungan iHukum 

iterhadap iKorban iKekerasan idalam iRumah iTangga: iAnalisis iNormatif iPutusan 

iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor i275/Pid.Sus/2022/PN iSby” ibertujuan iuntuk 

imengkaji ipelaksanaan iperlindungan ihukum iterhadap ikorban iKDRT imelalui 

ianalisis inormatif iterhadap iputusan ipengadilan itersebut. iPenelitian iini idiharapkan 

idapat imemberikan ikontribusi idalam ipengembangan ikajian ihukum iserta imenjadi 

ibahan ievaluasi idalam iupaya ipeningkatan iperlindungan ihukum ibagi ikorban 

ikekerasan idalam irumah itangga. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ? 

2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam 
Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 
275/Pid.Sus/2022/PNSby ? 
 

1.3. Tujuan Penulisan 
1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004. 

2. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 
Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Metode ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipenelitian 

ihukum inormatif iatau idoctrinal ilegal iresearch, iyaitu ipenelitian iyang 

imenitikberatkan ipada ikajian iterhadap inorma-norma ihukum itertulis isebagai iobjek 

iutama ianalisis. iPendekatan iini iberfokus ipada ikonsep ilaw iin ibooks, iyakni ihukum 

isebagaimana itertuang idalam iperaturan iperundang-undangan, iputusan 

ipengadilan, iserta idoktrin ipara iahli ihukum. i 

Penelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis iperlindungan ihukum iterhadap 

 
7 M. Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan 

Hukum, 1994). 
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ikorban ikekerasan idalam irumah itangga i(KDRT) iberdasarkan iketentuan iUndang-

Undang iNomor i23 iTahun i2004 itentang iPenghapusan iKekerasan idalam iRumah 

iTangga, iserta iimplementasinya idalam ipraktik iperadilan imelalui iPutusan 

iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor i275/Pid.Sus/2022/PN iSby. iPenelitian iini 

ijuga imenggunakan ipendekatan iteori ihukum, ikhususnya iteori ikeadilan, ikepastian 

ihukum, idan ikemanfaatan ihukum iyang idikemukakan ioleh iGustav iRadbruch, 

iuntuk imenilai iapakah iputusan ipengadilan itelah imencerminkan itujuan ihukum 

isecara ioptimal. 

Sifat ipenelitian iini iadalah ideskriptif-analitis, iyaitu ipenelitian iyang itidak 

ihanya imenggambarkan iketentuan ihukum iyang iberlaku, itetapi ijuga 

imenganalisisnya isecara ikritis iuntuk imenilai iefektivitas idan ipenerapannya idalam 

ipraktik. iPendekatan ideskriptif idigunakan iuntuk imemaparkan iketentuan ihukum 

iyang iberkaitan idengan iperlindungan ikorban iKDRT, isedangkan ipendekatan 

ianalitis idigunakan iuntuk imengkaji ikesesuaian iantara inorma ihukum iyang 

iberlaku idengan ipenerapannya idalam iputusan ipengadilan. iMelalui ipendekatan 

iini, ipenelitian iberupaya imenilai iapakah ipenerapan ihukum idalam ikasus iyang 

idianalisis itelah imemberikan iperlindungan ihukum iyang imemadai ibagi ikorban 

iserta imemenuhi iprinsip ikeadilan idan ikepastian ihukum. 

Bahan ihukum iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iterdiri idari ibahan 

ihukum iprimer, isekunder, idan itersier. iBahan ihukum iprimer imeliputi iperaturan 

iperundang-undangan iyang irelevan, iseperti iUUD i1945, iUndang-Undang iNomor 

i23 iTahun i2004 itentang iPenghapusan iKekerasan idalam iRumah iTangga, iKUHP, 

iKUHAP, iserta iPutusan iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor 

i275/Pid.Sus/2022/PN iSby isebagai iobjek iutama ikajian. iBahan ihukum isekunder 

iberupa ibuku-buku iliteratur ihukum, ijurnal iilmiah, idan ipendapat ipara iahli iyang 

iberkaitan idengan iperlindungan ikorban idan ihukum ipidana, isedangkan ibahan 

ihukum itersier imencakup ikamus ihukum, iensiklopedia ihukum, iserta idirektori 

iputusan ipengadilan. iSeluruh ibahan ihukum itersebut idikumpulkan imelalui istudi 

ikepustakaan i(library iresearch) idan idianalisis isecara ikualitatif idengan 

imenggunakan imetode ipenafsiran ihukum iuntuk imemperoleh ikesimpulan 

imengenai iefektivitas iperlindungan ihukum iterhadap ikorban iKDRT idalam ipraktik 

iperadilan. 

 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan iHukum iterhadap iKorban iKekerasan idalam iRumah iTangga 

imenurut iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2004 

Perlindungan ihukum iterhadap ikorban ikekerasan idalam irumah itangga 

i(KDRT) idi iIndonesia idiatur isecara ikomprehensif imelalui iUndang-Undang iNomor 

i23 iTahun i2004 itentang iPenghapusan iKekerasan idalam iRumah iTangga i(UU 

iPKDRT). iUndang-undang iini imenjadi ilandasan ihukum iutama iyang imenegaskan 

itanggung ijawab inegara idalam imemberikan iperlindungan ikepada ikorban 

ikekerasan iyang iterjadi idalam ilingkup irumah itangga. iDalam iPasal i1 iangka i1 iUU 
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iPKDRT idijelaskan ibahwa ikekerasan idalam irumah itangga imerupakan isetiap 

iperbuatan iterhadap iseseorang, iterutama iperempuan, iyang imengakibatkan 

ipenderitaan ifisik, iseksual, ipsikologis, imaupun ipenelantaran irumah itangga. 

iRumusan iini imenunjukkan ibahwa inegara imengakui iKDRT isebagai ibentuk 

ipelanggaran iterhadap ihak iasasi imanusia idan isebagai itindak ipidana iyang iharus 

iditangani isecara iserius imelalui imekanisme ihukum iyang ijelas.8 

Secara inormatif, itujuan iutama iUU iPKDRT iadalah imencegah iterjadinya 

ikekerasan idalam irumah itangga, imemberikan iperlindungan ikepada ikorban, 

imenindak ipelaku ikekerasan, iserta imemelihara ikeutuhan irumah itangga iyang 

iharmonis idan isejahtera. iTujuan itersebut imenunjukkan ibahwa iperlindungan 

ihukum iyang idiberikan ioleh iundang-undang iini itidak ihanya ibersifat irepresif 

imelalui ipenegakan ihukum iterhadap ipelaku, itetapi ijuga ibersifat ipreventif idan 

irehabilitatif. iPerlindungan ipreventif idiwujudkan imelalui iupaya ipencegahan, 

ipenyuluhan ihukum, iserta ipenguatan ikesadaran imasyarakat iterhadap ibahaya 

iKDRT. i 

Sementara iitu, iperlindungan irepresif idilakukan imelalui ipenegakan ihukum 

iterhadap ipelaku isesuai idengan iketentuan ipidana iyang idiatur idalam iUU iPKDRT, 

ikhususnya idalam iPasal i44 ihingga iPasal i49 iyang imengatur isanksi ipidana ibagi 

ipelaku ikekerasan idalam irumah itangga.9 

Selain imengatur isanksi ibagi ipelaku, iUU iPKDRT ijuga imemberikan ijaminan 

iterhadap ihak-hak ikorban. iDalam iPasal i10 iUU iPKDRT iditegaskan ibahwa ikorban 

iberhak imemperoleh iperlindungan idari ikeluarga, iaparat ipenegak ihukum, 

iadvokat, imaupun ilembaga isosial. iKorban ijuga iberhak imendapatkan ipelayanan 

ikesehatan, ipendampingan ipsikologis, iserta ibantuan ihukum iselama iproses 

iperadilan iberlangsung. iKetentuan iini imenunjukkan ibahwa iperlindungan ihukum 

iterhadap ikorban itidak ihanya iberfokus ipada iaspek ipemidanaan ipelaku, itetapi 

ijuga imemperhatikan ikebutuhan ikorban iuntuk imemperoleh ipemulihan isecara 

ifisik imaupun ipsikologis. iKetentuan itersebut ikemudian idiperkuat ioleh iUndang-

Undang iNomor i31 iTahun i2014 itentang iPerlindungan iSaksi idan iKorban iyang 

imemberikan ijaminan itambahan iberupa iperlindungan ikeamanan ipribadi, 

ikerahasiaan iidentitas, ibantuan imedis idan ipsikologis, iserta ihak iuntuk 

imemperoleh irestitusi idan ikompensasi ibagi ikorban itindak ipidana.10 

Secara ikonseptual, iperlindungan ihukum iterhadap ikorban iKDRT idapat 

idianalisis imelalui iteori iperlindungan ihukum iyang idikemukakan ioleh iPhilipus iM. 

iHadjon, iyang imembedakan iperlindungan ihukum imenjadi idua ibentuk, iyaitu 

iperlindungan ipreventif idan iperlindungan irepresif. iPerlindungan ipreventif 

 
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. 
9 R. L. Sibarani, “Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Korban KDRT,” 

Jurnal Hukum Tora 6, no. 2 (2023): 115. 
10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 293. 
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ibertujuan iuntuk imencegah iterjadinya ipelanggaran ihukum, isedangkan 

iperlindungan irepresif idiberikan isetelah iterjadi ipelanggaran ihukum isebagai 

ibentuk ipemulihan iterhadap ipihak iyang idirugikan.11 iDalam ikonteks iKDRT, 

inegara imemiliki ikewajiban iuntuk itidak ihanya imenindak ipelaku imelalui iproses 

ipidana, itetapi ijuga imemastikan iadanya imekanisme ipemulihan ibagi ikorban 

imelalui ipelayanan ikesehatan, ipendampingan ipsikologis, iserta ibantuan ihukum. 

iPandangan iini isejalan idengan ipemikiran iSatjipto iRahardjo iyang imenekankan 

ibahwa ihukum iseharusnya iberfungsi isebagai isarana iuntuk imelindungi imanusia 

idan imemberikan ikeadilan iyang inyata idalam ikehidupan imasyarakat.12 iMeskipun 

isecara inormatif ikerangka ihukum iperlindungan ikorban iKDRT idi iIndonesia itelah 

idiatur isecara icukup ikomprehensif, idalam ipraktiknya imasih iterdapat iberbagai 

itantangan idalam iimplementasinya. iBeberapa ipenelitian imenunjukkan iadanya 

ikesenjangan iantara iketentuan ihukum iyang iberlaku idengan ipelaksanaannya idi 

ilapangan, idi imana iproses iperadilan isering ikali ilebih imenitikberatkan ipada 

ipemidanaan ipelaku idibandingkan ipada ipemulihan ikorban.13 i 

Selain iitu, iketerbatasan iakses iterhadap ilayanan iperlindungan ikorban, 

iseperti ilembaga ilayanan iterpadu idan ibantuan ipsikologis, iserta ifaktor ibudaya 

ipatriarki iyang imasih ikuat idalam imasyarakat ijuga imenjadi ihambatan ibagi ikorban 

iuntuk imelaporkan ikasus ikekerasan iyang idialaminya.14 iOleh ikarena iitu, 

idiperlukan ipenguatan ikoordinasi iantar ilembaga, ipeningkatan ikapasitas iaparat 

ipenegak ihukum, iserta ipendekatan ihukum iyang iberperspektif ikorban iagar itujuan 

iperlindungan ihukum isebagaimana idiamanatkan idalam iUU iPKDRT idapat 

iterwujud isecara iefektif. 

 
 3.2 Penerapan iPerlindungan iHukum iterhadap iKorban iKekerasan idalam iRumah 

iTangga idalam iPutusan iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor 
i275/Pid.Sus/2022/PN iSby i 

Putusan iPengadilan iNegeri iSurabaya iNomor i275/Pid.Sus/2022/PN iSby 

imerupakan isalah isatu iperkara ipidana iyang iberkaitan idengan ikekerasan idalam 

irumah itangga i(KDRT) iyang imelibatkan iterdakwa iJioe iYen iJang ialias iStefan 

iWandisabara. iBerdasarkan ifakta iyang iterungkap idi ipersidangan, iterdakwa 

iterbukti imelakukan ikekerasan ifisik iterhadap iistrinya, iM.L., idengan icara imenotok 

itubuh ikorban iserta imembenturkan ikepala ikorban ike itembok ihingga 

imengakibatkan iluka imemar ipada ibagian idahi idan idada. iMajelis ihakim 

ikemudian imenyatakan ibahwa iperbuatan itersebut imemenuhi iunsur itindak ipidana 

ikekerasan ifisik idalam ilingkup irumah itangga isebagaimana idiatur idalam iPasal i44 

iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2004 itentang iPenghapusan iKekerasan 

 
11 P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 
12 S. Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2009). 
13 i M. Mutiara, “Implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence,” 

Journal of Legal Studies 12, no. 1 (2024): 22–24. 
14 D. Sartika, “Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban 

Kekerasan,” Udayana Journal of Social Justice 4, no. 1 (2024): 64. 
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idalam iRumah iTangga i(UU iPKDRT), isehingga iterdakwa idijatuhi ipidana ipenjara 

iselama i10 ibulan idengan imemperhitungkan imasa ipenahanan iyang itelah idijalani.15 

iDalam ipertimbangan ihukumnya, imajelis ihakim imenilai ibahwa iunsur-unsur 

itindak ipidana idalam iPasal i44 iayat i(1) iUU iPKDRT itelah iterpenuhi imelalui 

ipembuktian iyang isah idi ipersidangan. iPembuktian itersebut ididasarkan ipada 

iketerangan isaksi, iketerangan ikorban, iserta ialat ibukti imedis iberupa ivisum iet 

irepertum iyang imenunjukkan iadanya iluka ifisik ipada ikorban. iPenilaian itersebut 

isejalan idengan iketentuan iPasal i183 iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana 

i(KUHAP) iyang imenyatakan ibahwa ihakim ihanya idapat imenjatuhkan ipidana 

iapabila iterdapat isekurang-kurangnya idua ialat ibukti iyang isah iserta ikeyakinan 

ihakim ibahwa itindak ipidana ibenar-benar iterjadi.16 

Dengan idemikian, idari iaspek ipembuktian idan ipenerapan inorma ihukum, 

iputusan iini itelah imemenuhi iprinsip ikepastian ihukum ikarena ihakim imenerapkan 

iketentuan ihukum iyang iberlaku isecara ikonsisten iterhadap iperbuatan iterdakwa. 

Namun idemikian, iapabila iditinjau idari iperspektif iperlindungan ihukum 

iterhadap ikorban, iputusan iini imasih imenitikberatkan ipada ipembuktian iunsur 

idelik idan ipemidanaan ipelaku, itanpa imemberikan iperhatian iyang imemadai 

iterhadap ipemulihan ikorban. iPadahal, iUU iPKDRT isecara itegas imemberikan 

ijaminan ihak-hak ibagi ikorban, itermasuk ihak iuntuk imemperoleh iperlindungan, 

ipelayanan ikesehatan, ipendampingan ipsikologis, iserta ibantuan ihukum iselama 

iproses iperadilan.17 i 

Dalam iputusan itersebut itidak iditemukan ipertimbangan ihakim iyang isecara 

ieksplisit imembahas ikebutuhan ikorban iakan ipemulihan ipsikologis, iperlindungan 

ilanjutan, iataupun ikemungkinan ipemberian irestitusi. iKondisi iini imenunjukkan 

ibahwa ipraktik iperadilan idalam iperkara iKDRT imasih icenderung iberorientasi 

ipada ipelaku i(offender-oriented ijustice) idibandingkan idengan ipendekatan iyang 

imenempatkan ikorban isebagai ipusat iperlindungan ihukum i(victim-oriented ijustice). 

iTemuan iserupa ijuga idikemukakan ioleh iDewi i(2023) iyang imenyatakan ibahwa 

isebagian ibesar iputusan ipengadilan idalam ikasus iKDRT imasih iberfokus ipada 

ipemidanaan ipelaku idan ibelum isecara ioptimal imemperhatikan ipemenuhan ihak-

hak ikorban. 

Apabila idianalisis imenggunakan iteori itiga inilai idasar ihukum iyang 

idikemukakan ioleh iGustav iRadbruch, iyaitu ikeadilan, ikepastian ihukum, idan 

ikemanfaatan ihukum, iputusan iini imenunjukkan ipemenuhan iyang itidak iseimbang 

iterhadap iketiga inilai itersebut. iDari iaspek ikepastian ihukum, iputusan iini itelah 

imemenuhi iprinsip itersebut ikarena ihakim imenerapkan iketentuan iPasal i44 iayat 

i(1) iUU iPKDRT isecara ijelas idan isesuai idengan iasas ilegalitas. iNamun idari iaspek 

ikeadilan isubstantif, iputusan itersebut imasih idapat idiperdebatkan ikarena 

 
15 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby. 
16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183. 
17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. 
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ihukuman ipenjara iselama i10 ibulan idinilai ibelum isepenuhnya imencerminkan irasa 

ikeadilan ibagi ikorban iyang imengalami ipenderitaan ifisik idan ipsikologis iakibat 

itindakan ikekerasan itersebut. iSelain iitu, idari isisi ikemanfaatan ihukum, iputusan 

iini imemang imemberikan iefek ijera ibagi ipelaku, itetapi imanfaat ihukum ibagi 

ikorban idalam ibentuk ipemulihan ipsikologis idan isosial ibelum iterlihat isecara 

inyata idalam iamar imaupun ipertimbangan iputusan.18 

Berdasarkan ianalisis itersebut idapat idisimpulkan ibahwa ipenerapan 

iperlindungan ihukum iterhadap ikorban idalam iPutusan iPengadilan iNegeri 

iSurabaya iNomor i275/Pid.Sus/2022/PN iSby imasih iterbatas ipada iaspek irepresif 

imelalui ipemidanaan ipelaku. iPutusan iini ibelum isepenuhnya imengakomodasi 

iprinsip iperlindungan ikorban isebagaimana idiamanatkan idalam iUU iPKDRT 

imaupun iUndang-Undang iPerlindungan iSaksi idan iKorban. iOleh ikarena iitu, 

idiperlukan ipendekatan iperadilan iyang ilebih iberorientasi ipada ikorban idengan 

imempertimbangkan iaspek ipemulihan ipsikologis, ipemberian irestitusi, iserta 

ijaminan iperlindungan ilanjutan ibagi ikorban iagar itujuan iperlindungan ihukum 

idalam ikasus ikekerasan idalam irumah itangga idapat itercapai isecara ilebih iefektif.19 

 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa secara normatif majelis 
hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam 
memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban, 
sehingga dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana KDRT telah 
terpenuhi melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana 
yang berlaku, sehingga putusan tersebut telah mencerminkan adanya kepastian hukum. 

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban, putusan 
tersebut masih lebih berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku dan belum 
secara optimal memperhatikan pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak korban seperti 
perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis 
yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya tercermin 
secara tegas dalam amar putusan. Posisi korban dalam proses peradilan juga masih 
cenderung ditempatkan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, 
bukan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara 
menyeluruh. 

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan 
ini telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mewujudkan 
keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi korban. Oleh karena itu, dalam 
penanganan perkara KDRT ke depan, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya 
berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga lebih memperhatikan pemenuhan hak-
hak korban secara komprehensif. Hakim perlu mempertimbangkan aspek perlindungan 

 
18 G. Radbruch, Legal Philosophy (New York: Greenwood Press, 1973). 
19  Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2022). 
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dan pemulihan korban dalam putusan, seperti rekomendasi pendampingan, rehabilitasi 
psikologis, serta bentuk perlindungan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan, 
aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban agar perlindungan dan 
pemulihan korban KDRT dapat terlaksana secara optimal, sehingga tujuan hukum tidak 
hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi korban. 
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